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BAB VI 

PENUTUP 

 

6.1 Kesimpulan 

     Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat diambil 

kesimpulan sebagai berikut: 

          Budaya Terelsirubisu  yaitu kepercayaan kepada Tuhan, kejujuran, 

keadilan dan keterbukaan terhadap sesama secara umum sudah tergambar 

dalam budaya terelsirubisu. dalam budaya terelsirubisu tersebut ada beberapa 

bagian yakni:  

1.  Penyusunan program kegiatan yang akan dilaksanakan mengarah pada 

menjaga ekosistem alam sehingga tidak merusak alam yang diyakini 

sebagai Tuan Tanah, Langit dan Bumi.  

2.   Penyusunan APB Desa disusun secara jujur yaitu seluruh bentuk program 

atau kegiatan yang termuat dalam dokumen APB Desa berdasarkan hasil 

musyawarah desa 

3.  yang dimulai dari tahap musyawarah dusun (Musdus) sampai Musyawarah 

Perencanaan Pembangunan Desa (Musrembangdes) baru ditetapkan dalam 

APB Desa dan bukan berdasarkan kehendak aparat desa yang ingin 

merperkaya diri tetapi sesuai dengan kondisi desa yang senyatanya dan 

sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan 

pembangunan kabupaten atau kota. 

4.  Penjaringan aspirasi dari masyarakat, pada saat musyawarah dan penetapan 

pelaksanaan  pemberdayaan desa disesuaikan dengan tingkat kebutuhan 
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masyarakat secara adil dan merata untuk semua dusun yang ada di Desa 

Fulur 

5.  Musyawarah keuangan desa dilakukan secara terbuka dan melibatkan 

seluruh masyarakat dan masyarakat terbuka menyampaikan pendapat untuk 

pembangunan desa .Adanya tranparansi dalam menyampaikan kembali 

APB Desa yang telah ditetapkan dan disahkan kepada masyarakat dengan 

memasang baliho yang memuat APB Desa di tempat terbuka sehingga bisa 

dilihat dan dibaca oleh seluruh masyarakat. 

  Pelaksanaan program pemberdayaan ekonomi masyarakat desa secara 

keseluruhan sudah dilakukan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Pada tahap 

pelaksanaan  juga tidak ditemukan terjadinya kecurangan atau kesalahan karena 

adanya program pemberdayaan dan nilai-nilai budaya atau tradisi terelsirubisu   

yang menjadi kearifan lokal yang kuat dan menjiwai seluruh warga masyarakat 

Desa Fulur. 

6.2 Saran 

  Dari kesimpulan di atas, untuk tercapainya pelaksanaan yang baik dan 

benar sesuai dengan aturan yang berlaku dan mencegah terjadinya kesalahan 

atau kecurangan maka adapun saran yang dapat peneliti berikan yaitu: kepada 

pemerintah dan masyarakat Desa Fulur agar melakukan pengelolaan keuangan 

desa sesuai dengan aturan dan melakukan program pemberdayaan serta 

menerapkan budaya terelsirubisu dalam pengelolaan keuangan desa sehingga 

bisa mencegah terjadinya kesalahan 
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